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KEPUTUSAN DIREKTUR METROLOGI

NOMOR Y TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN

PADA UNIT PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN IV

DIREKTORAT METROLOGI

DIREKTUR METROLOGI,

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelengaraan
pemerintahaan yang baik, dan guna memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan
terpadu  perdagangan di bidang metrologi yang
diselenggarakan oleh Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan
IV (UPTP 1V), maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan;

bahwa Keputusan Direktur Metrologi Nomor 626.41 Tahun
2023 tentang Standar Pelayanan pada Unit Pelayanan
Terpadu Perdagangan IV dipandang sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan penyelenggaraan pelayanan publik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan
Direktur Metrologi tentang Standar Pelayanan Pada Unit
Pelayanan Terpadu Perdagangan IV.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi
Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3193);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib
dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta
Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan
Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3283)

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

6. Peraturan ...



10.

11.

12,

13-

14.

1.

16.

I'7.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2023 tentang Jenis
dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 133);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis
Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik ;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 749);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
85/M-DAG/PER/12/2016 tentang Pelayanan Terpadu
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 2007);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 tahun 2018
tentang  Alat-alat  Ukur, Takar, Timbang, dan
Perlengkapannya yvang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 tahun 2018
tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang,
dan Perlengakapannya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 812);

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
52 tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 809);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021
tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 282);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Persetujuan Tipe (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 456);

19, Peraturan ...



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1285);

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan
Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 498);

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 140 Tahun 2023
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 988);

22. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 2
tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara
Pengenaan Tarif sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0%
(nol persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Kementerian Perdagangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 110)

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR METROLOGI TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN TERPADU
PERDAGANGAN IV DIREKTORAT METROLOGI

Memberlakukan Standar Pelayanan pada Unit Pelayanan
Terpadu Perdagangan IV, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
merupakan pedoman penyelenggaraan pelayanan pada proses
kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang
metrologi yang merupakan acuan bagi Unit Pelayanan Terpadu
Perdagangan IV dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Keputusan Direktur Metrologi ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal ¢ April 2024
DIREKTUR METROLOGI,

SRI ASTUTI



Lampiran 1 Keputusan Direktur Metrologi

Nomor

Tanggal

:?QAQTahun 2024
: © April 2024

I. Standar Pelayanan Perizinan Kemetrologian.
meliputi Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat
Perlengkapan Asal Impor; Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang
dan Alat Perlengkapan Produksi Dalam Negeri ; Tanda Daftar Usaha Reparasi;
Surat Pembebasan Kewajiban Persetujuan Tipe.

A. Komponen Service Delivery

No Nama Komponen Uraian

1 Persyaratan a. Mengajukan permohonan melalui laman
https://oss.go.id (Persetujuan Tipe dan Tanda Daftar
Usaha Reparasi) atau https://simpktn.kemendag.go.id
(Surat Keterangan Pembebasan Kewajiban Persetujuan
Tipe)

b. Mengisi formulir elektronik pada aplikasi

c. Melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis pelayanan

d. Dokumen Persyaratan untuk layanan Persetujuan Tipe
Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat
Perlengkapan Asal Impor berupa:

e Sertifikat Evaluasi Tipe

e Surat pernyataan  bermeterai cukup yang
menyatakan ketersediaan suku cadang, pelayanan
purna jual sebagaimana tercantum dalam kartu
jaminan/garansi

¢ Contoh kartu jaminan/garansi dalam Bahasa
Indonesia dan dapat disandingkan dengan bahasa
asing.
e. Dokumen Persyaratan untuk layanan Persetujuan Tipe
Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat
Perlengkapan Produksi Dalam Negeri berupa:
 Sertifikat Evaluasi Tipe
e Surat pernyataan  bermeterai cukup yang
menyatakan ketersediaan suku cadang, pelayanan
purna jual sebagaimana tercantum dalam kartu
jaminan/garansi

* Gambar Tanda Pabrik (Format .JPEG maks. SMB)

f. Dokumen Persyaratan untuk layanan perpanjangan
Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang
dan Alat Perlengkapan Asal Impor berupa:

e Surat pernyataan bermeterai cukup dari pabrikan di
luar negeri yang menyatakan Alat Ukur, Alat Takar,
Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang dibuat dan
diekspor ke Indonesia adalah sama dengan Alat
Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat
Perlengkapan yang telah mendapatkan Persetujuan
Tipe

e Surat pernyataan bermeterai cukup vyang
menyatakan ketersediaan suku cadang dan
pelayanan purna jual

g. Dokumen Persyaratan untuk layanan perpanjangan

Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang

dan Alat Perlengkapan Produksi Dalam Negeri berupa:

e Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan
Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat
Perlengkapan yang dibuat adalah sama dengan Alat
Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan
yang telah mendapatkan Persetujuan Tipe

¢ Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan
ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual

h. Dokumen Persyaratan untuk layanan Tanda Daftar

Usaha Reparasi berupa:
¢ Daftar isian peralatan dan sumber daya manusia




¢ Rekomendasi dari Dinas Provinsi DKI Jakarta atau
Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan
metrologi legal

e Daftar Reparatir beserta sertifikat pelatihan Reparasi

Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat
Perlengkapan

Dokumen Persyaratan untuk layanan Penambahan

Ruang Lingkup Tanda Daftar Usaha Reparasi berupa:

e Daftar isian peralatan dan sumber daya manusia

¢ Rekomendasi dari Dinas Provinsi DKI Jakarta atau

Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan
metrologi legal

» Daftar Reparatir beserta sertifikat pelatihan Reparasi

Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat
Perlengkapan

Dokumen Persyaratan untuk layanan Penambahan

Cakupan Wilayah Tanda Daftar Usaha Reparasi

berupa:

e Persetujuan dari Kepala Dinas yang
menyelenggarakan kegiatan metrologi legal di wilayah
kerja terbaru :

Dokumen Persyaratan untuk layanan Surat

Pembebasan Kewajiban Persetujuan Tipe berupa:

¢ Surat Permohonan

e« Surat pemesanan (invoice) dan/atau surat

keterangan dalam hal hibah
e Gambar dan spesifikasi teknis Alat Ukur, Alat Takar,
Alat Timbang dan Alat perlengkapan

e Surat pernyataan  bermeterai cukup yang
menyatakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan
Alat perlengkapan yang akan diimpor digunakan
untuk keperluan barang contoh dalam rangka
Persetujuan Tipe, penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan atau instansi pemerintah
kementerian/lembaga negara yang diimpor sendiri.

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

a.

b.

Persetujuan Tipe atau Tanda Daftar Usaha Reparasi
(sesuai dengan lampiran 4.a.)

Surat Keterangan Pembebasan Kewajiban Persetujuan
Tipe (sesuai dengan lampiran 4.b.)

Jangka Waktu
Pelayanan

Waktu penyelesaian layanan untuk pelayanan perizinan
kemetrologian adalah 3 (tiga) hari kerja

Biaya/Tarif

Tidak ada tarif yang harus dibayarkan

Produk Pelayanan a. Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang
dan Alat Perlengkapan Asal Impor
b. Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang
dan Alat Perlengkapan Produksi Dalam Negeri
c¢. Tanda Daftar Usaha Reparasi
Penanganan a. Penyampaian

Pengaduan, Saran
dan Masukan

Pengaduan keluhan, saran dan masukan dapat

disampaikan melalui:

e Surat dengan alamat Direktorat Metrologi, Jl. Pasteur
No. 27 Bandung.

¢ Dengan mengisi formulir dan memasukan ke Kotak
Pengaduan yang terletak di UPTP IV Direktorat
Metrologi.
Telepon kantor : 022-4203597
Telepon Seluler UPTP IV Customer Service (konsultasi
umum dan keluhan pelanggan): 08112238313

e Telepon Seluler UPTP IV Layanan Insitu (konsultasi
layanan pengujian luar kantor): 08112238303

e Telepon Seluler UPTP IV Status Layanan (konsultasi
status layanan dan keluhan khusus revisi hasil
layanan): 081122331304

o Surat Elektronik: uptp4.ditmet@gmail.com




e Tautan: https://kemend.ag/pengaduanuptp4
e Aplikasi HERO Kemendag
e SP4N Lapor

b. Penanganan Pengaduan Keluhan
Pengaduan keluhan pelanggan pelanggan ditindaklanjuti
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima
dan disampaikan kembali kepada pelanggan. |

B. Komponen Manufacturing

1

Dasar Hukum

a. Undang Undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi
Legal;

b. Undang Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta
Kerja;

c. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko;

d. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan,

e. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 26 tahun 2021
tentang Penetapan Standar Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
pada Sektor Perdagangan;

f. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 21 tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan
nomor 26 tahun 2021 tentang Penetapan Standar Usaha
dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko pada Sektor Perdagangan;

g. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Persetujuan Tipe;

h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 492);

i. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1285);

2 Sarana dan a. Gedung pelayanan (termasuk di dalamnya loket
Prasarana, pelayanan UPTP IV, Ruang Konsultasi dan Customer
dan/atau Fasilitas Service,meja, kursi, AC, dispenser,tempat minum, kotak

pengaduan )

b. Hotspot Wifi

c. Telepon dan Faksimil

d. Printer

e. Mesin Fotokopi

f. Jaringan internet

g. Ruang kerja dan sarana penting terkait, misalnya ruang
rapat dilengkapi papan tulis

h. Laptop dan computer

i. Hardcopy Dokumen

j. Seoftcopy Dokumen

k. Tempat Ibadah/Masjid.

1. Toilet.

m. Area Parkir.

n. Ruang Laktasi.

o. Tempat merokok

p- Museum mini (metrologi)

q. Perpustakaan Mini (Pojok Literasi)

3 Kompetensi Pelaksana layanan adalah aparatur yang memenuhi
Pelaksana kualifikasi dan ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional

Penera, Pejabat Fungsional Pranata Laboratorium
Kemetrologian, Petugas Frontliner UPTP IV, Bendahara
4 Pengawasan Internal |a. Pengendalian internal dan pengawasan langsung oleh

atasan langsung.
b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dan




pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian Perdagangan.

Jumlah Pelaksana

a. Tim Bina UTTP & SUML (Layanan Perizinan)
e Koordinator Layanan: 1 orang
e Subkoordinator Layanan: 2 orang
e Pelaksana
- Staf Teknis: 12 orang
- Staf Administrasi: 3 orang
b. Tim Pengelolaan UPTP IV
e Koordinator: 1 orang
® Anggota: 2 orang
Customer Service: 3 orang
Penerimaan Barang: 2 orang
Validasi Pembayaran: 1 orang
Penyerahan Barang: 1 orang
e Mobilisasi Barang: 2 orang

Jaminan Pelayanan

a. Informasi yang diberikan sesuai dengan Prosedur
Pelayanan.

b. Pelaku usaha/pelanggan dapat memperoleh informasi
terbaru dan valid terkait pelayanan melalui email,
telepon dan website.

c. Proses pelayanan dilakukan sesuai prosedur pelayanan
dan peraturan/perundangan yvang berlaku.

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

a. Pelayanan yang dilakukan bebas dari pungutan liar,
gratifikasi, transparan dan bebas dari tekanan pihak
ketiga.

b. Keamanan produk layanan dijamin oleh 0SS dan
ditandatangani  secara  elektronik  menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun melalui penilaian
kinerja personel.




IL.

Standar Pelayanan Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan

Alat Perlengkapan.
meliputi Evaluasi Tipe dan Tera/Tera Ulang UTTP Penanganan Khusus.

A. Komponen Service Delivery

No

Nama Komponen

Uraian

1

Persyaratan

R0

Mengajukan permohonan melalui laman
https:/ /metrologi.kemendag.go.id /uptp4 /public/
Mengisi formulir elektronik pada aplikasi

Melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis pelayanan

Persyaratan untuk layanan Evaluasi Tipe berupa:

e Purwarupa Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang &
Alat Perlengkapan

e Dokumen teknis lengkap berupa gambar rancang
bangun konstruksi, spesifikasi teknis, panduan
operasional (termasuk cara kalibrasi/penjustiran)
dan informasi penyegelan/pengamanan

= Salinan SPPT SNI yang dilengkapi dengan laporan
hasil pengujian (untuk UTTP tertentu)

e Salinan sertifikat The OIML Certification System
(OIML CS) atau sertifikat hasil pengujian dari
laboratorium lain yang telah terakreditasi dilengkapi
dengan laporan hasil pengujian.

Persyaratan untuk layanan Tera berupa:

e Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang & Alat
Perlengkapan yang diajukan untuk diuji

e Persetujuan Tipe dari Alat Ukur, Alat Takar, Alat
Timbang & Alat Perlengkapan yang diajukan untuk
diuji dan/atau Tanda Kesesuaian Tipe

Persyaratan untuk layanan Tera Ulang berupa:

e Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang & Alat
Perlengkapan yang diajukan untuk diuji

e Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) Tera atau
Tera Ulang sebelumnya dan/atau Tanda Tera
sebelumnya

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

a.

b.

Evaluasi Tipe dan/atau Tera/Tera Ulang Dalam Kantor
(sesuai dengan lampiran 4.c.)

Evaluasi Tipe dan/atau Tera/Tera Ulang Insitu

(sesuai dengan lampiran 4.d.)

Jangka Waktu
Pelayanan

Waktu penyelesaian layanan untuk pelayanan:

d.

B

Evaluasi Tipe :

s Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tipe (SKHPT)
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak persyaratan
terpenuhi dengan lengkap dan benar

e Surat Penolakan dari hasil pemeriksaan tipe
diterbitkan, jika  hasilnya tidak memenuhi
persyaratan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
persyaratan terpenuhi dengan lengkap dan benar

e Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) paling lama

- 90 (sembilan puluh) hari kerja untuk pengujian
keseluruhan sejak SKHPT diterbitkan

- 30 (tiga puluh) hari kerja untuk pengujian
gradual sejak SKHPT diterbitkan

» Sertifikat Evaluasi Tipe (SET) paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak SKHPT dan SKHP diterbitkan

e Surat Penolakan Evaluasi Tipe diterbitkan, jika
keseluruhan atau salah satu pengujian dinyatakan
tidak lulus, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKHPT
atau SKHP yang menyatakan tidak lulus tersebut
diterbitkan

Tera/Tera Ulang (Penerbitan Surat Keterangan Hasil

Pengujian) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

Biaya/Tarif

Sesuai dengan regulasi berikut:




Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2023 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 Tahun 2023
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada
Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
nomor 2 tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan
Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp 0,00 (nol
rupiah) atau 0% (Nol persen) atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian
Perdagangan

Produk Pelayanan

po TP

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tipe (SKHPT)
Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) Tipe

Sertifikat Evaluasi Tipe (SET)

Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) Tera/Tera
Ulang

Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

Penyampaian

Pengaduan keluhan, saran dan masukan dapat

disampaikan melalui:

e Surat dengan alamat Direktorat Metrologi, Jl. Pasteur
No. 27 Bandung.

e Dengan mengisi formulir dan memasukan ke Kotak
Pengaduan yang terletak di UPTP IV Direktorat
Metrologi.

e Telepon kantor : 022-4203597

e Telepon Seluler UPTP IV Customer Service (konsultasi
umum dan keluhan pelanggan): 08112238313

e Telepon Seluler UPTP IV Layanan Insitu (konsultasi
layanan pengujian luar kantor): 08112238303

o Telepon Seluler UPTP IV Status Layanan (konsultasi
status layanan dan keluhan khusus revisi hasil
layanan): 081122331304

e Surat Elektronik: uptp4.ditmet@gmail.com

e Tautan: https:/ /kemend.ag/pengaduanuptp4

e Aplikasi HERO Kemendag

e SP4N Lapor

Penanganan Pengaduan Keluhan

Pengaduan keluhan pelanggan pelanggan ditindaklanjuti

paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima

dan disampaikan kembali kepada pelanggan.

B. Komponen Manufacturing

1

Dasar Hukum

a.

b.

Undang Undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi
Legal;

Undang Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta
Kerja;

Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;

Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2023 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018
tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan
Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018
tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar,
Timbang, dan Perlengkapannya.

Peraturan Menteri Perdagangan nomor 52 tahun 2019
tentang Standar Ukuran Metrologi Legal;

Peraturan Menteri Perdagangan nomor 26 tahun 2021
tentang Penetapan Standar Usaha dan Produk pada




Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
pada Sektor Perdagangan;

Peraturan Menteri Perdagangan nomor 21 tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan
nomor 26 tahun 2021 tentang Penetapan Standar Usaha
dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko pada Sektor Perdagangan;

k. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Persetujuan Tipe;

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 492);

m. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1285);

n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 Tahun 2023
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada
Kementerian Perdagangan.

0. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
nomor 2 tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan
Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp 0,00 (nol
rupiah) atau 0% (nol persen) atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian
Perdagangan

Sarana dan a. Gedung pelayanan (termasuk di dalamnya loket

Prasarana, pelayanan UPTP IV, Ruang Konsultasi dan Customer

dan/atau Fasilitas Service,meja, kursi, AC, dispenser,tempat minum, kotak
pengaduan )

b. Instalasi Uji

c. Hotspot Wifi

d. Telepon dan Faksimil

e. Printer

f. Mesin Fotokopi

g. Jaringan internet

h. Ruang kerja dan sarana penting terkait, misalnya ruang
rapat dilengkapi papan tulis

i. Laptop dan computer

Jj. Hardcopy Dokumen

k. Softcopy Dokumen

1. Tempat Ibadah/Masjid.

m. Toilet.

n. Area Parkir.

o. Ruang Laktasi.

p- Tempat merokok

q. Museum mini (metrologi)

r. Perpustakaan Mini (Pojok Literasi)

Kompetensi
Pelaksana

Pelaksana layanan adalah aparatur yang memenuhi
kualifikasi dan ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional
Penera, Pejabat Fungsional Pranata Laboratorium
Kemetrologian, Petugas Frontliner UPTP 1V, Bendahara

Pengawasan Internal |a. Pengendalian internal dan pengawasan langsung oleh
atasan langsung.
b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dan
pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian Perdagangan.
Jumlah Pelaksana a. Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang

dan Alat Perlengkapan

e Kepala Balai: 1 orang

e Manajer Pelayanan: 3 orang

e Kepala Sub Bagian Tata Usaha : 1 orang
e Pelaksana




- Penera: 32 orang

- Staf Administrasi: 7 orang
b. Tim Pengelolaan UPTP IV
Koordinator: 1 orang
Anggota: 2 orang
Customer Service: 3 orang
Penerimaan Barang: 2 orang
Validasi Pembayaran: 1 orang
Penyerahan Barang: 1 orang
e Mobilisasi Barang: 2 orang

Jaminan Pelayanan

a. Informasi yang diberikan sesuai dengan Prosedur
Pelayanan.

b. Pelaku usaha/pelanggan dapat memperoleh informasi
terbaru dan wvalid terkait pelayanan melalui email,
telepon dan website.

c. Proses pelayanan dilakukan sesuai prosedur pelayanan
dan peraturan/perundangan yang berlaku.

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

a. Pelayanan yang dilakukan bebas dari pungutan liar,
gratifikasi, transparan dan bebas dari tekanan pihak
ketiga.

b. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan digital signature dan kertas ber-kop
Kementerian Perdagangan

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun melalui penilaian
kinerja personel.




III.

Standar Pelayanan Perizinan Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal.
meliputi Verifikasi Standar Ukuran Metrologi Legal dan Kalibrasi Alat Ukur.

A. Komponen Service Delivery

No

Nama Komponen

Uraian

1

Persyaratan

o

Mengajukan permohonan melalui laman

https://metrologi.kemendag.go.id /uptp4/public/

Mengisi formulir elektronik pada aplikasi

Melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis pelayanan

Persyaratan untuk layanan Verifikasi Standar Ukuran

Metrologi Legal berupa:

o Standar Ukuran Metrologi Legal yang diajukan untuk
diverifikasi

Persyaratan untuk layanan Kalibrasi Alat Ukur berupa:

e Alat Ukur yang diajukan untuk diuji

Sistem, Mekanisme
dan Prosedur

Verifikasi SUML (Standar Ukuran Metrologi Legal) atau
Kalibrasi Alat Ukur Dalam Kantor (sesuai dengan
lampiran 4.e.)

Verifikasi SUML (Standar Ukuran Metrologi Legal) atau
Kalibrasi Alat Ukur Insitu (sesuai dengan lampiran 4.f.)

Jangka Waktu
Pelayanan

Waktu penyelesaian layanan untuk pelayanan:

a.

Verifikasi SUML atau Kalibrasi Alat Ukur untuk :

¢ Anak Timbangan (E1 & E2) paling lama 20 (dua puluh)
hari kerja

e Master Meter paling lama 25 (dua puluh lima) hari
kerja

e Gauge Block (< 30 unit) paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja

e Gauge Block (> 30 unit) paling lama 90 (sembilan
puluh) hari kerja

e Pressure & Temperature Recorder paling lama 30
(tiga puluh) hari kerja

e Meter Kadar Air paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja

Verifikasi Standar Ukuran Metrologi Legal (SUML) selain

huruf a paling lama 15 (lima belas) hari kerja

Kalibrasi Alat Ukur selain huruf a paling lama 15 (lima

belas) hari kerja

Biaya/Tarif

Verifikasi Standar Ukuran Metrologi Legal (SUML) milik
Unit Metrologi Legal (UML) tidak dipungut biaya
Verifikasi Standar Ukuran Metrologi Legal (SUML) milik
selain UML dan Kalibrasi Alat Ukur sesuai dengan
regulasi berikut:

e Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2023 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan

e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 Tahun 2023
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada
Kementerian Perdagangan

e Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
nomor 2 tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan,
dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp
0,00 (nol rupiah) atau 0% (Nol persen) atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Perdagangan

Produk Pelayanan

Sertifikat Verifikasi
Sertifikat Kalibrasi

Penanganan
Pengaduan, Saran
dan Masukan

Penyampaian
Pengaduan keluhan, saran dan masukan dapat
disampaikan melalui:




e Surat dengan alamat Direktorat Metrologi, Jl. Pasteur
No. 27 Bandung.

e Dengan mengisi formulir dan memasukan ke Kotak
Pengaduan yang terletak di UPTP IV Direktorat
Metrologi.

e Telepon kantor : 022-4203597

e Telepon Seluler UPTP IV Customer Service (konsultasi
umum dan keluhan pelanggan): 08112238313

e Telepon Seluler UPTP IV Layanan Insitu (konsultasi
layanan pengujian luar kantor): 08112238303

e Telepon Seluler UPTP IV Status Layanan (konsultasi
status layanan dan keluhan khusus revisi hasil
layanan): 081122331304

e Surat Elektronik: uptp4.ditmet@gmail.com

e Tautan: https://kemend.ag/pengaduanuptp4

e Aplikasi HERO Kemendag

e SP4N Lapor

Penanganan Pengaduan Keluhan

Pengaduan keluhan pelanggan pelanggan ditindaklanjuti

paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima

dan disampaikan kembali kepada pelanggan.

B. Komponen Manufacturing

1

Dasar Hukum

a.

b.

Undang Undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi
Legal;

Undang Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta
Kerja;

Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;

Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2023 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan,;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018
tentang  Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan
Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018
tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar,
Timbang, dan Perlengkapannya.

Peraturan Menteri Perdagangan nomor 52 tahun 2019
tentang Standar Ukuran Metrologi Legal;

Peraturan Menteri Perdagangan nomor 26 tahun 2021
tentang Penetapan Standar Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
pada Sektor Perdagangan,;

Peraturan Menteri Perdagangan nomor 21 tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan
nomor 26 tahun 2021 tentang Penetapan Standar Usaha
dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko pada Sektor Perdagangan;

Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Persetujuan Tipe;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 492);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1285);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 Tahun 2023
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara



mailto:uptp4.ditmet@gmail.com
https://kemend.ag/pengaduanuptp4

Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada
Kementerian Perdagangan.

0. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
nomor 2 tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan
Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp 0,00 (nol
rupiah) atau 0% (nol persen) atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian
Perdagangan

Sarana dan
Prasarana,
dan/atau Fasilitas

a. Gedung pelayanan (termasuk di dalamnya loket
pelayanan UPTP IV, Ruang Konsultasi dan Customer
Service,meja, kursi, AC, dispenser,tempat minum, kotak
pengaduan )

Laboratorium
Hotspot Wifi
Telepon dan Faksimil
Printer
Mesin Fotokopi
Jaringan internet
Ruang kerja dan sarana penting terkait, misalnya ruang
rapat dilengkapi papan tulis
Laptop dan computer
Hardcopy Dokumen
Softcopy Dokumen
Tempat Ibadah/Masjid.
. Toilet.
Area Parkir.
Ruang Laktasi.
Tempat merokok
Museum mini (metrologi)
Perpustakaan Mini (Pojok Literasi)

PR 0D D

neTopg T AT

Kompetensi
Pelaksana

Pelaksana layanan adalah aparatur yang memenuhi
kualifikasi dan ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional
Penera, Pejabat Fungsional Pranata Laboratorium
Kemetrologian, Petugas Frontliner UPTP IV, Bendahara.

Pengawasan Internal

a. Pengendalian internal dan pengawasan langsung oleh
atasan langsung.

b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dan
pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian Perdagangan.

Jumlah Pelaksana

a. Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal (BP
SUML)
e Kepala Balai : 1 orang
e Ketua Tim: 3 orang
e Kepala Sub Bagian Tata Usaha : 1 orang
e Pelaksana
- Pranata Laboratorium/Penera: 17 orang

- Staf Administrasi: 4 orang
b. Tim Pengelolaan UPTP IV

Koordinator: 1 orang
Anggota: 2 orang

Customer Service: 3 orang
Penerimaan Barang: 2 orang
Validasi Pembayaran: 1 orang
Penyerahan Barang: 1 orang
e Mobilisasi Barang: 2 orang

Jaminan Pelayanan

a. Informasi yang diberikan sesuai dengan Prosedur
Pelayanan.

b. Pelaku usaha/pelanggan dapat memperoleh informasi
terbaru dan valid terkait pelayanan melalui email,
telepon dan website.

c. Proses pelayanan dilakukan sesuai prosedur pelayanan
dan peraturan/perundangan yang berlaku.




Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

a. Pelayanan yang dilakukan bebas dari pungutan liar,

gratifikasi, transparan dan bebas dari tekanan pihak
ketiga.

b. Keamanan produk layanan dijamin dengan

menggunakan digital signature dan kertas ber-kop
Kementerian Perdagangan.

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun melalui penilaian
kinerja personel.




Lampiran 2 Keputusan Direktur Metrologi
Nomor &4 Tahun 2024
Tanggal : g April 2024

VISI & MISI UNIT PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN IV (UPTP IV)

VISI Diakui sebagai penyelenggara pelayanan publik yang unggul dan terpercaya
dengan bertumpu pada pelayanan prima dan good governance.

MISI 1. Mengelola dan menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan
di bidang kemetrologian yang profesional;

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
nonperizinan di bidang kemetrologian guna mencapai kepuasan bagi
pelanggan;

3. Meningkatkan secara berkelanjutan kualitas aparatur penyelenggara
pelayanan; dan

4. Menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara
pelayanan.



Lampiran 3 Keputusan Direktur Metrologi
Nomor @4 Tahun 2024
Tanggal : G April 2024

MAKLUMAT, MOTTO & KODE ETIK PELAYANAN
UNIT PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN IV (UPTP 1V)

MAKLUMAT PELAYANAN

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berorientasi
pada kepuasan masyarakat/ pelanggan serta mewujudkan pelayanan perizinan dan
non perizinan yang prima sesuai dengan Standar Pelayanan, maka UPTP IV
menetapkan Maklumat Pelayanan sebagai berikut:

“Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan apabila kami
tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan, kami siap
menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau pemberian
kompensasi".

MOTTO PELAYANAN
“Serving you with HEART”.

Makna

Hospitality : Kami melayani dengan keramahtamahan, sopan santun, dan
sepenuh hati

Equality : Layanan kami tidak membedakan status, hak, dankesempatan.
Semua kami perlakukan sama kedudukandan prioritasnya
sesuai peraturan perundangan

Accountability : Semua layanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
standar pelayanan dan regulasi yang berlaku

Responsiveness . Komitmen kami memberikan pelayanan yang cepat dan tepat
waktu sesuai Service Level Agreement (SLA) yang ditetapkan

Transparency : Proses dan produk layanan kami didasarkan pada prinsip
keterbukaan kebijakan serta informasi yang dapat diakses oleh
publik

KODE ETIK PELAYANAN

Kode Etik Pelayanan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Metrologi nomor 1801
tahun 2023 tentang Kode Etik Pelaksana Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan
Terpadu Perdagangan IV Direktorat Metrologi.



Lampiran 4 Keputusan Direktur Metrologi

Nomor ?y Tahun 2024

Tanggal . 5 April 2024

a. Persetujuan Tipe atau Tanda Daftar Usaha Reparasi
1. Penerimaan Dokumen Permohonan Perizinan Berusaha Kemetrologian

FPelaksana Penerbitan

Kegiat
sl Pemohon 0ss KE‘;::;‘;;’Q SIMPKTN | StafTeknis | Subkoord | Koordinator | Direktur
& @ @ &) ®) ) @) ®) (1)

Pemohon melakukan pengajuan permohonan
melalui laman http:lloss goid dan memilih
jenis perizinan kemstrologian

Sistem 0SS skan mengirimkan data ID Izin
0SS melalui gateway kemendag dan
mengarahkan ke laman SIMP KTN

Pemchon  mengisi formulir  elektronik
pemchonan perzinan dan  mengirimkan
formulir elektronik pemmohenan perizinan
beserta dokumen persyaratan

Sistem  SINPKTN mengirimkan data
permohonan melalui gateway kemendag ke
sistem 0SS

C D

h 4




Verifikasi dan Validasi Kebenaran Dokumen Permohonan Perizinan Berusaha Kemetrologian

Kegiatan

Pelaksana Peneroitan

Pemohon

0SS

Gateway
Kemendag

SIMPKTH

Staf Teknis

Subkoord

Koeordinator

Dir eidur

2)

@)

)

(5}

(5}

@

(8}

)

(10}

Frontliner melalkukan pengecekan terhadap
kelengkapan dan kesesuaian dokumen
persyaratan perizinan, apabila telah sesuai
dilanjutican ke tahsp selanjutnya, apabila tidak
sesud permohonan akan ditolak

Sistem akan menagidentif kasi dokumen
parmmohonan dan melanjutkan prosss kepada
Subkoordinator

Subkoordinator mendisposisikan dokumen
permmohonan Ein kepada Staf Telmis untuk
dilakulsan verifikasi dan validasi

Staf Teknis melakukan verifikag dan validas
kebenaran dokurren permohonan perizinan
sesua dengan persyaratan yang ditetapkan,
memberikan rekomendasi apabila sesuai atau
memberkan keterangan perbaikan/penciakan
permohonan perizinan apabila idak sesuai

Subkoordinator memeriksa hasil v erifikasi dan
validasi kebenaran dokumen permohonan,
dan memeiksa konsep rekomendasi izin
kemudian melanjutkan rekonendasi  izin
apabila sesual atau nemberikan keterangan

| perbaikan/penolakan pemmohonan lzin apabila

tidak sesual

Koordnator mameriksa konsep rekomandasi
zin kemudian melanjutikan rekomendas izin
apabila sesuai atau memberikan keterangan
perbaikan/penolakan permaohonan izin apabila
tidak sesuai

Direktur meneroitkan rekomendasi @in apabila
sesua atau menerbitkan keterangan
perbalkan/penolakan permohonan lzin apabila
tidak sesual

Sistem SIMPKTN mengirimikan slemen data
rekomendasi penzinan/ keterangan peroaikan/
penolakan permrmohonan Izin ke O3S ma alui
gateway kemendag

sesud

a

A




b. Surat Keterangan Pembebasan Kewajiban Persetujuan Tipe
1. Penerimaan Dokumen Permohonan Surat Keterangan Pembebasan Kewajiban Persetujuan Tipe

Felak sana
Kegiatan B’ Sub " ; z Sistem
Pemohon Frontliner Sta fTeknis Koordinatsr Koordinator Direktur Staf Admin iriatis
@ (3) @) (5) (&) @ ®) () {10)

Panohon melalmulkan pengisian ussr mame

dan pa ssword agar dapat masuk ke '[ )
sictem pelayanan perizinan kemetrologian
SINFPEKTIN dengan laman htep:/ [/

simplkctn kemendag.zo.id

Pemohon melakukan pemilihan
pelajanan perizinan kemetrologian dan
mengizi Hrmullr permohonan perizinan

Pemohon mengi=i formu bir elelavomic
untuk permchonan perizinan

Fenochon mengirimkan formulbr
elelctronik pemohonan perizman beserta
dolumen persyaratan kepada Direlotur
Metrologi melalii sistem palayanan
perizina n kemetrologian SIMPKTIN zecara
elektronikc

= o & ! r
Sistem mengivimlcan notifilm= 3

penerimaan permohonan perizinan { g

kepada pemohon melalui email




2. Verifikasi dan Validasi Kebenaran Dokumen Permohonan Surat Keterangan Pembebasan Kewajiban Persetujuan

Felszssna
Kegistan Frentlines Sub . Sis tam
Femochon UPTE Iy e Stat Tek nis Keoordinator DCrestur Staf Admin hatrate
= e =) (5) {S) [ (8 19) (19}

Fraitliner melaltulzan pengecelzan
terlmday kelempkapan dan kesssuaisg
dolumen persyaratan perizinan. apabila
telalr sesuai dilanjutlcan ke tahap tidak

selmjuinya, apabis tidalk sesuad
pemohonma perizinan alkan ditolalk
melalui email e peEnclhwon

Sistem altan menpgideantifileaszi deltuaimen
pemochonm periziian den maanjutloen
proses kepada Sub koordinnator

Subkoordinator mendisposisilcan
dolaunen permohonan perisinan kepada
Staf Telmizs untuk dilaloulkan verifilcasi
dan validasi

Stad Telnis madakukan veaifikasi dan
valid asi kebanaran dolumen permohonan
perizinan sesual dengan persyaratan yang
[ditetapka:, meanbaikm: rdiomendasi
perizinan apabila sssuad ataa
memnberiksn petmbanzgan peclalcag
pemaohicnan perisinan apabila tidals
sesuai

Subkordinator memariksa hasi
varifikasi dan validasi kebanar=o:
dolumaen permohoian peizinan, dan
memericia kons ep kanudisu
maanjutlcan relkkomendaszi perizinan
apabila semual atau membenlaan
pertimbangan pencalcan permohicnman
peririnagn spabila Gdalk sesand

Hoordinator memerilksa hasil verifikasi
dan validasi kebenaran doloamen
permohonm perizinan, dan memericsa
konsep perisinam kemudism mel argutican
relcomendasi perizinan spabila sesusi
atsl manbaika patimbaaza
penclaktan pamadiona perizdnan sapabila
tidslk ssux

¥a

Sa=m?
o




3. Penerbitan Surat Keterangan Pembebasan Kewajiban Persetujuan Tipe

Pelaksana
o Femohon | Frontliner KDD?; :ator T?-:-lfis Koordinator Direktur Asdt:-:n ; f::;;"e
(2) (3) (4) (5) (G (7 (3) (9) (10)

| Direlctur rmessascloctsansgaas Sooret
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c. Evaluasi Tipe dan/atau Tera/Tera Ulang Dalam Kantor

Pelanggan UPTP IV instalasi Uji Ketua Tim Kabalai Gudang
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d. Evaluasi Tipe dan/atau Tera/Tera Ulang Insitu

Pelanggan UPTP IV Ketua Tim Subag TU
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€. Verifikasi SUML (Standar Ukuran Metrologi Legal) atau Kalibrasi Alat Ukur Dalam Kantor

Verifikasi SUML atau Kalibrasi Alat Ukur Dalam Kantor

Pelanggan Tim UPTP IV

Laboratorium Ketua Tim Kepala Balai
Pengelolaan SUML

Pendaftaran SIMPEL &
booking layanan

dikalibrasi

Penyerahan barang yang
akan diverifikasi/
dikalibrasi

Pemeriksaan
kelengkapan, kelayanan &
kesesuaian layanan

nfirmasi data pendaftaran & .
3 : ; Booking layanan
etujuan form Kaji ulang =

Input kode biling & penerbitan
Pembayaran PNBP & upload invoice Pengujian &
bukti bayar

Validasi pembayanan PNBP Kalibrasi/

Pencetakan, penempelan label

Pemeriksaan
konsep Sertifikat konsep Sertifikat

Pengambilan barang selesai diuji &
pembaruan status apli

layanan atau formulir serah ter

Pengisian Survei Penyerahan barang ke pelan

= B Ak = T N

Eapitacan pengisian formulir bukti
Fhelia i = pengambilan barang

Pengambilan
barang

Persetujuan &
Penerbitan Sertifikat
Pengunduhan

Sertifikat




f. Verifikasi SUML (Standar Ukuran Metrologi Legal) atau Kalibrasi Alat Ukur Insitu

Verifikasi SUML atau Kalibrasi Alat Ukur Insitu

| Penera/ Pranata Ketua Tim Pelayanan Kepala Balai
Pelanggan Tim UPTP IV 5 v TUBP SUML
= Laboratorium Teknis BP SUML Pengelolaan SUML
Pengajuan permaohonan Penerimaan permehenan I if
i [kalibrasi & Kaji verifikasi/kalibrasi & Kaji

Ulang Permintaan Ulang Permintaan

Menentukan jadwal &
Verifikasi/ Kalibrasi menunjuk pelaksana
pekerjaan insitu

Menagihkan SPUH ke
pelanggan sesua :
n

smbayarkan ke
petugas

Pendokumentasian
sertifikat

d
konsep verifikasi/
calibrasi

Pengesahan konsep
verifikasi/kal ibrasi

n

penyerahan ke Tim
Pengelolaan UPTP IV

Pembayaran tagihan
PNBP

s pe

tagihan PN

Pengisian k erahan kuesioner
zan dan kepuasan pelanggan dan

tkat sertifikat
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